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ABSTRAK 

Sektor konstruksi merupakan pekerjaan dengan berbagai risiko karena 

memiliki karakteristik tersendiri. Dalam menjamin kesejahteraan dan perlindungan 

pekerja di bidang jasa konstruksi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menjabarkan mengenai hak-hak pekerja yang salah satunya 

perlindungan hukum terkait hak jaminan sosial pekerja, yang mewajibkan bagi 

perusahaan/pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS 

Ketenagakerjaan. PT. Menara Hijau Jaya merupakan perusaahaan yang bergerak 

dalam bidang jasa konstruksi, hasil pra-penelitian menunjukkan jika perusahaan 

dalam perjanjian kerja belum menuliskan klausul mengenai jaminan sosial.  

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan jenis 

penelitian lapangan (Field Research). Metode analisis data yang digunakan adalah 

analisis kualitatif. Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan metode 

wawancara, obserasi, dan dokumentasi. 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa PT. Menara Hijau Jaya yang bergerak 

di bidang jasa konstruksi belum sepenuhnya melakukan perlindungan hukum 

terhadap pekerja yang merupakan hal penting agar kesejahteraan pekerja borongan 

bidang jasa konstruksi terjamin kedepannya. Perlindungan hukum terbagi menjadi 

2 (dua), yaitu perlindungan internal terhadap pekerja dengan memuat klausula 

jaminan sosial dalam perjanjian kerja, hal tersebut belum dilaksanakan oleh 

perusahaan. Perlindungan hukum eksternal merupakan regulasi yang mengatur 

mengenai hak jaminan sosial sehingga perusahaan harus mematuhi. Tanpa adanya 

perlindungan hukum bagi pekerja borongan bidang jasa konstruksi akan 

menimbulkan kerugian bagi pekerja jika terjadi kecelakaan kerja dan sengketa di 

kemudian hari. Upaya hukum pekerja untuk mendapatkan hak jaminan sosial 

melalui non-litigasi yaitu negosiasi telah dilakukan antara perwakilan pihak pekerja 

dan perusahaan. Faktor pasca covid-19 yang menyulitkan untuk mendapatkan 

pekerjaan dan posisi pekerja yang lebih rentan dibandingkan perusahaan 

menyebabkan pekerja hanya dapat menerima dengan berbagai risiko pekerjaan 

yang menghantui. 

 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jaminan Sosial, Pekerja borongan 

bidang jasa konstruksi 
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ABSTRACT 

The construction sector is a profession fraught with various risks due to its 

unique characteristics. To ensure the welfare and protection of workers in the 

construction services sector, Law Number 13 of 2003 concerning Manpower 

outlines the rights of workers, one of which is legal protection related to social 

security rights, mandating that companies/employers register their workers in the 

BPJS Employment program. PT. Menara Hijau Jaya is a company engaged in 

construction services, and preliminary research indicates that the company has not 

included a clause regarding social security in its employment agreement. 

 

This research employs an empirical juridical method with a field research 

approach. The data analysis method used is qualitative analysis. In data collection, 

the researcher utilized interviews, observations, and documentation. 

 

The research findings indicate that PT. Menara Hijau Jaya, which operates 

in the construction services sector, has not fully implemented legal protection for 

workers, which is crucial for ensuring the welfare of construction workers in the 

future. Legal protection was divided into two categories: internal protection for 

workers, which includes incorporating social security clauses in employment 

agreements—something that the company has yet to implement. External legal 

protection consists of regulations governing social security rights that the company 

must comply. Without legal protection for construction workers, there will be 

significant risks for workers in the event of workplace accidents and disputes in the 

future. Workers' legal efforts to obtain social security rights through non-litigation 

means involve negotiations between worker representatives and the company. The 

post-COVID-19 factors that complicate job acquisition and the more vulnerable 

position of workers compared to companies have led workers to accept various job-

related risks that loom over them. 

 

 

Keywords: Legal Protection, Social Security, Construction Workers 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat penduduk yang terbilang 

padat. Sehingga negara Indonesia menempati urutan keempat di dunia dalam 

jumlah penduduk terbanyak di dunia. Kemendagri melalui Direktorat Jenderal 

Dukcapil baru saja merilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2023 yang 

vmemuat informasi jumlah penduduk Indonesia yaitu 279.118.866 jiwa.1 

Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di Indonesia harus selaras dengan 

kemampuan personal dalam upaya meningkatkan daya saing suatu negara salah 

satunya dengan produktifitas pekerja untuk memacu pertumbuhan ekonomi 

yang merupakan parameter bagi suatu negara untuk mensejahterakan 

masyarakat.  

Indonesia dalam upaya mewujudukan kesejahteraan yang diamanahkan 

Undang-Undang 1945 dengan pembangunan nasional sehingga akan tercipta 

keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pembangunan 

nasional meliputi berbagai macam hal, termasuk pembangunan fasilitas publik 

yang masuk dalam ranah Industri jasa konstruksi. Keberhasilan dalam 

pembangunan-pembangunan di setiap daerah tidak lepas dari peran seorang 

tenaga kerja. Manusia sebagai pekerja terkhusus sektor konstruksi wajib 

                                                     

 
1 https://dukcapil.kemendagri.do.id , 279 Juta Penduduk Indonesia Terupdate Versi 

Kemendagri (2024), https://dukcapil.kemendagri.go.id/page/read/data-kependudukan diakses pada 

14 November 2024 pukul 15.00 WIB 

https://dukcapil.kemendagri.do.id/
https://dukcapil.kemendagri.go.id/page/read/data-kependudukan
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mendapatkan penghidupan yang layak dan jaminan agar dapat 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki sehingga dalam menjalankan pekerjaan 

menghasilkan sesuatu yang bermanfaatan bagi kemaslahatan masyarakat. 

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan pengertian tenaga kerja adalah setiap 

orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau 

jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.2 Peran 

pekerja/tenaga kerja dalaam jasa konstruksi harus didukung dengan 

pemenuhan hak salah satunya jaminan sosial, karena pekerja/tenaga kerja 

merupakan modal perusahaan untuk menjalankan roda ekonomi.  

Perusahan merupakan setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau 

tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau miliki badan hukum, 

baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh 

dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengertian lain dari 

perusahan adalah usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai 

pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan 

dalam bentuk lain.3 

Industri jasa kontruksi menjadi salah satu sektor industri yang memiliki 

risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Faktor-faktor kecelakaan kerja 

antara lain berupa karakterisitik setiap proyek yang memiliki keunikan 

tersendiri, tempat terbuka yang dipengaruhi oleh cuaca dengan lokasi yang 

                                                     

 
2 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

 
3 Ibid, Pasal 6 
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berbeda-beda, pelaksanakaan proyek dengan waktu yang terbatas untuk 

pengejaran target, pekerja dituntut memiliki ketahanan fisik yang baik, serta 

sedikit banyaknya pekerja yang tidak memiliki kemampuan dasar bekerja 

dalam industri jasa konstruksi.4 

Sektor konstruksi menduduki urutan keempat dalam kontribusi 

pertumbuhan perekonomian di Indonesia dengan persentase sektor konstruksi 

pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 10,23% pada triwulan 

I tahun 2024.5 Perkembangan yang pesat dalam sektor konstruksi harus selaras 

dengan jaminan sosial karena memiliki potensi risiko yang tinggi. Jaminan 

sosial adalah pembayaran yang diterima oleh pihak buruh dalam hal buruh di 

luar kesalahannya tidak melakukan pekerjaan jadi menjamin kepastian 

pendapatan (income insecurity) dalam hal buruh kehilangan karena alasan di 

luar kehendaknya.6 Perlindungan yang diberikan kepada pekerja merupakan 

sebuah keharusan oleh pemberi kerja karena secara lahiriah manusia hidup 

dalam dunia yang fana dan sementara. Dalam lotre kehidupan yang dialami 

manusia sudah ditentukan nasib malang dan nasib beruntung yang mengerucut 

pada sebuah ketidakpastian yang acapkali menimbulkan kerugian. Termasuk 

dalam bekerja yang terdapat resiko kecelakaan kerja, sehingga lahirlah 

                                                     

 
4 Wirahadikusumah, R. D., “Tantangan Masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada 

Proyek Konstruksi di Indonesia,” Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung 

(2017), hlm.2 

 
5https://www.bps.go.id/id/publication/2024/07/01/017b6a8c4a26478170fb5a75/indikator-

konstruksi--triwulan-i-2024.html diakses pada 14 November 2024 pukul 17.00 WIB 

 
6 Kusbianto dan Dian Hardian Silalahi, Hukum Perburuhan, (Medan: Enam Media, 2020), 

hlm. 112 

https://www.bps.go.id/id/publication/2024/07/01/017b6a8c4a26478170fb5a75/indikator-konstruksi--triwulan-i-2024.html
https://www.bps.go.id/id/publication/2024/07/01/017b6a8c4a26478170fb5a75/indikator-konstruksi--triwulan-i-2024.html
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program jaminan sosial untuk menangani terkait ketenagakerjaan. 

Berdasarkan hasil Pra Penelitian di lapangan (PT. Menara Hijau Jaya), 

terdapat masalah yaitu jaminan sosial yang belum sepenuhnya dilaksanakan 

oleh perusahaan. Sehingga belum adanya perlindungan hukum yang jelas 

terkait hak jaminan sosial pekerja sektor konstruksi.7 Dengan banyaknya 

pembangunan di berbagai daerah Indonesia dan risiko pekerjaan sektor 

konstruksi, hal ini yang menjadi perhatian peneliti. Dikarenakan amanat dalam 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 sebagaimana yang sudah diamandemen 

oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang 

menguraikan mengenai hak-hak tenaga kerja, seperti: 

a. Hak atas kesempatan dan perlakuan yang sama 

b. Hak untuk mendapatkan pelatihan kerja 

c. Hak atas penempatan tenaga kerja 

d. Hak untuk melaksanakan kerja sesuai waktu yang ditentukan 

e. Hak untuk istirahat dan cuti 

f. Hak untuk melaksanakan ibadah 

g. Hak atas kesehatan dan keselamatan kerja 

h. Hak atas upah yang layak 

i. Hak atas kesejahteraan (Jaminan sosial) 

j. Hak kebebasan berserikat 

                                                     

 
7 Bapak Widodo, Wawancara Direktur PT. Menara Hijau Jaya, pada hari Rabu 13 

November 2024 pukul 08.00 WIB di Rumah Bapak Widodo 
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k. Hak untuk melakukan mogok kerja 

l. Hak atas pesangon bila di PHK 

Dari uraian hak-hak tenaga kerja diatas terdapat hak atas kesejahteraan 

bagi pekerja yang tertulis dalam Pasal 99 yang berbunyi “ Setiap pekerja/buruh 

dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”. 

Maka, perusahaan sebagai pemberi kerja harus memberikan dan melaksanakan 

hak-hak pekerja secara baik. 

Lebih lanjut klausul dalam perjanjian kerja mengenai hak jaminan sosial 

pekerja belum tertulis sehingga hak pekerja belum dilaksanakan secara baik 

oleh perusahaan sektor kosntruksi. Pekerja sektor konstruksi meliputi pekerja 

harian lepas, pekerja borongan dan pekerja perjanjian kerja waktu tertentu yang 

ketiga kategori pekerja tersebut harus didaftarkan oleh perusahaan pada 

program jaminan sosial. Perjanjian kerja harus memuat hak dan kewajiban 

masing-masing pihak, dimana perusahaan sebagai pemberi kerja harus 

memenuhi kewajibannya dengan perjanjian kerja yang memuat klausul hak-

hak tenaga kerja salah satunya jaminan sosial. Faktor yang menjadi penyebab 

perusahaan belum mendaftarkan disebabkan biaya yang harus dikeluarkan oleh 

perusahaan cukup tinggi, adapun faktor lain berupa belum adanya kesadaran 

dari perusahaan untuk mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial. 

Faktor-faktor tersebut dapat menjadi kendala saat terjadinya kecelakaan kerja 

yang dialami pekerja, dikarenakan hak jaminan sosial pekerja yang belum 
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dipenuhi oleh perusahaan.8  

Berdasarkan uraian persamaan, perbedaan dan problematika hukum di 

atas, penulis tertarik untuk meneliti dan melakukan kajian akademik tentang 

“PERINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK JAMINAN SOSIAL 

PEKERJA BORONGAN SEKTOR KONSTRUKSI DI PT. MENARA 

HIJAU JAYA”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membuat inti permasalahan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum hak jaminan sosial pekerja 

borongan sektor konstruksi di PT. Menara Hijau Jaya? 

2. Bagaimana upaya hukum pekerja dalam mendapatkan hak jaminan 

sosial di PT. Menara Hijau Jaya? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dicantumkan diatas, adanya 

penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui perlindungan hukum hak-hak pekerja sektor 

konstruksi terkait jaminan sosial 

b. Untuk mengetahui upaya pekerja dalam mendapatkan hak 

                                                     

 
8 Ibid, Wawancara Direktur  PT. Menara Hijau Jaya 
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jaminan sosial 

2. Kegunaan Penelitian 

Dalam kepenulisan ini, penulis berharap adanya manfaat yang 

diperoleh antara lain: 

a. Kegunaan Teoritis 

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap penelitian ini bisa 

berguna untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di 

bidang perlindungan hukum, khususnya dalam hak-hak pekerja 

terkait jaminan sosial. Lebih dari itu, tulisan ini di harapkan 

juga berguna untuk menjadi referensi, kajian ilmiah bagi para 

akademisi dalam penelitian di masa    yang mendatang. 

b. Kegunaan Praktis 

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa 

memberikan kontribusi dalam pemikiran dan pengetahuan 

kepada masyarakat umum untuk lebih sadar dan 

memperhatikan hak-hak pekerja terkait jaminan sosial. 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka atau literatul riview merupakan kajian yang bertujuan untuk 

mengetahui penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian 

yang diteliti oleh penulis yang berfungsi untuk menghindari kesamaan 

penelitian. Beberapa penelitian ilmiah yang relevan, sebagai berikut : 

Pertama, adalah buku yang ditulis oleh Ade Parlaungan Nasution dengan 

judul “Hukum Ketenagakerjaan dan Perburuhan (Perspektif Undang-Undang 
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Cipta Kerja Terbaru 2023)”.9 Buku ini menganalisis mengenai hukum 

ketenagakerjaan dan perburuhan di Indonesia terhadap perubahan Undang-

Undang Cipta Kerja terbaru. Adanya peraturan terbaru mempengaruhi 

hubungan antara pekerja dan pengusaha yang menguraikan mengenai hak dan 

kewajiban pekerja dan pengusaha. Dalam buku ini juga menjelaskan isu-isu 

yang berkaitan dengan perlindungan hukum pekerja termasuk mengenai 

tantangan yang dihadapi dalam sektor perburuhan. Analisis komprehensif yang 

dilakukan dalam buku ini berfokus terhadap kebijakan ketenagakerjaan serta 

dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat. Buku ini akan dijadikan 

sebagai literatul riview studi terdahulu, peneliti juga mengambil beberapa 

bahan untuk penulisan skripsi. Perbedaan dengan penulisan skripsi ini adalah 

penulis membahas lebih spesifik mengenai jaminan sosial tenaga kerja sektor 

konstruksi. 

Kedua, adalah penelitian skripsi yang ditulis Arif Darmawan dari 

Universitas Negeri Semarang yang berjudul “Pelaksanaan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja Terhadap Kecelakaan Kerja Di PT. Poliplas Makmur Santosa 

Ungaran.”10 Tujuan penelitian ini mengetahui pelaksanaan program jaminan 

sosial tenaga kerja terhadap kecelakaan kerja serta mengetahui kendala-

kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi kendala dalam 

melaksanakan program jaminan sosial di PT. Poliplas Makmur Sentosa 

                                                     

 
9 Ade Parlaungan Nasution, Hukum Ketenagakerjaan dan Perburuhan Perspektif Undang-

Undang Cipta Kerja Terbaru 2023, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023).  

 
10 Arif Darmawan, “Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Kecelakaan 

Kerja Di PT Poliplas Makmur Santosa Ungaran”, Skripsi Universitas Negeri Semarang (2009). 
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Ungaran. Perbedaan penelitian Arif Darmawan dengan penelitian ini terletak 

pada objek perusahaan di PT. Menara Hijau Jaya yang terletak di Kabupaten 

Sragen, Jawa Tengah. Penelitian Arif  Darmawan memfokuskan implementasi, 

kendala, dan upaya perusahaan dalam melaksanakan jaminan sosial terhadap 

kecelakaan kerja. Sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada 

perlindungan hukum hak jaminan sosial tenaga kerja. 

Ketiga, jurnal penelitian yang ditulis oleh Condro S. Riyadi dan Mutia 

CH. Thalib dengan judul “Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan 

Dan Keselamatan Kerja Kepada Tenaga Kerja Konstruksi”.11 Tujuan 

Penelitian Condro S. Riyadi & Mutia CH. Thalib untuk mengetahui dan 

menganalisis perlindungan hukum Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

(K3) terhadap tenaga kerja konstruksi di Provinsi Gorontalo. Adapun 

perbedaan penelitian ini terletak pada fokus dan objek penelitian. Penelitian 

Condro S. Riyadi & Mutia CH. Thalib berfokus pada Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3) dan objek penelitian dilakukan di Provinsi Gorontalo. 

Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai hak tenaga kerja yaitu 

jaminan sosial, serta objek penelitian di PT. Menara Hijau Jaya yang bertempat 

di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. 

Keempat, jurnal penelitian yang ditulis oleh Vera Bararah Barid dengan 

judul “Urgensi Jaminan Sosial ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Infromal 

                                                     

 
11 Condro Susanto Riyadi dan Mutia Ch Thalib, “Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kepada Tenaga Kerja Konstruksi,” Jurnal Legalitas Vol. 13:02, 

(2020). 
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Di Indonesia”.12 Tujuan penelitian Vera Bararah Barid untuk mengetahui 

pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi sektor informal di Indonesia. 

Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang lebih 

terfokus . pada sebuah perusahaan sektor konstruksi. Penelitian Vera Bararah 

Barid membahas secara umum mengenai kebutuhan jaminan sosial di 

Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai perlindungan 

hukum terhadap hak jaminan sosial tenaga kerja di PT. Menara Hijau Jaya. 

Kelima, jurnal penelitian yang ditulis oleh Rizqi Haikal dan Ishak dengan 

judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kedai Kopi Yang Belum 

Didaftarkan Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Suatu Penelitian 

Di Wilayah Kota Banda Aceh)”.13 Tujuan penelitian Rizqi Haikal dan Ishak 

adalah untuk menjelaskan tanggung jawab pemilik kedai kopi kepada pekerja 

kedai kopi yang belum didaftarkan dalam program jaminan sosial 

ketenagakerjaan. Adapaun perbedaan penelitian ini terletak pada objek 

penelitian. Penelitian Rizqi Haikal dan Ishak membahas mengenai jaminan 

sosial pada pekerja kedai kopi. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai 

jaminan sosial tenaga kerja pada sektor konstruksi. 

 

 

                                                     

 
12 Vera Bararah Barid, “Urgensi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor 

Informal di Indonesia,” Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun) II 

Transformasi Cita Hukum Mewujudkan Indonesia Maju. Vol. 238. (2019). 

 
13 Rizqi Haikal dan Ishak. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kedai Kopi yang Belum 

Didaftarkan Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Suatu Penelitian Di Wilayah Kota 

Banda Aceh),” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan  Vol. 5:2 (2021).  
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E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta 

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek 

hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai 

kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari 

hal lainnya. Perlindungan hukum yang dimaksud senantiasa didasari oleh 

Pancasila, meski konsep perumusannya menggunakan pemikiran-pemikiran 

dunia barat yang penekanan konsepnya bertumpu pada perlindungan hak-

hak asasi manusia. Dengan demikiran, secara sederhana konsep 

perlindungan hukum terhadap pekerja di Indonesia tetap bertumpu pada 

perlindungan harkat dan martabat kaum pekerja, berikut hak-hak 

kemanusiaannya, baik secara individual maupun sebagai pekerja.14 

Menurut pendapat Moch. Isnaeni pada dasarnya persoalan 

perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi 

dua (2) macam yakni perlindungan hukum “eksternal” dan perlindungan 

hukum “internal”.15 Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya 

perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada 

saat membuat perjanjian, dimana pada waktu mengemas klausula-klausula 

                                                     

 
14 Ashabul Kahfi. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja." Jurisprudentie: Jurusan 

Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol. 3:2 (2016). 

 
15 Moch. Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, (Surabaya: PT. Revka Petra 

Media, 2016), hlm 159. 
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kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir 

atas dasar kata sepakat.16 Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh 

penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat 

aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, 

secara proposional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang 

seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.17 

2. Teori Penyelesaian Sengketa 

Menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin teori penyelesaian sengketa 

merupakan teori yang mengkaji mengenai kategori sengketa atau 

pertentangan yang timbul dalam masyarakat.18 Apabila terdapat dua atau 

lebih kepentingan yang saling bertentangan, maka terjadi bentrok 

kepentingan. Inilah yang dalam istilah yuridis dinamakan sengketa. 

Sengketa ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya 

konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga 

mengakibatkan kerugian pada kedua belah pihak. Apabila para pihak 

merasa hak-haknya dirugikan, maka ia dapat memutuskan untuk mencari 

cara-cara penyelesaian sengketa tersebut yang menurut para pihak dapat 

menyelasaikan konflik yang terjadi. Terdapat dua (2) metode dalam 

menyelesaikan sengketa, yaitu: 

                                                     

 
16 Ibid., hlm 160. 

 
17 Ibid, hlm 163. 

 
18 Boboy, Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, dan Irawati Irawati. "Penyelesaian 

Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt Dan Jeffrey Z. 

Rubin." Notarius Vol 13:2 (2020). 
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1) Advokasi Litigasi, merupakan penyelesaian sengketa antara 

para pihak yang dilakukan melalui lembaga peradilan dalam 

rangka pemenuhan hak dan/atau merubah kebijakan. Proses 

litigasi dapat ditempuh oleh para pihak setelah penyelesaian 

secara non-litigasi tidak berhasil. 

2) Advokasi Non Litigasi, merupakan penyelesaian sengketa 

antara para pihak di luar pengadilan, dikenal juga dengan 

alternatif penyelesaian sengketa. Advokasi Non Litigasi 

dilakukan dalam rangka mencari kesepakatan para pihak. 

Jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa ialah negosiasi, 

mediasi, konsiliasi, arbritase, dll.19 

3. Teori Hubungan Industrial Pancasila 

Hubungan Industrial Pancasila adalah suatu sistem hubungan yang 

terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa 

(pekerja, pengusaha, dan pemerintah) yang didasarkan atas nilai-nilai yang 

merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila Pancasila dan UUD 1945, 

yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan 

nasional Indonesia.  

Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menjelaskan hubungan industrial adalah suatu system 

                                                     

 
19 Gede Aditya Pratama, Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Sumedang: CV. Mega Press 

Nusantara, 2023), hlm 5. 
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hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang 

dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan 

pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Tujuan Hubungan Industrial Pancasila adalah mengemban cita-cita 

Proklamasi Kemerdakaan Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945 di 

dalam Pembangunan Nasional ikut mewujudukan masyrakat adil dan 

makmur yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi, dan keadilan sosial.20 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat 

empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu: cara ilmiah, data, tujuan, dan 

kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri 

keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan 

penelitian itu dilakukan dengan cara-cara masuk akal sehingga terjangkau oleh 

penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu diamati oleh 

indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-

carar yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam 

                                                     

 
20 Kurnia Maharani, "Peran Negara Dalam Mewujudkan Hubungan Industrial Pancasila 

Yang Harmonis Menuju Kesejahteraan Pekerja," Proceeding Fakultas Ekonomi Vol. 1:19 (2013). 
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penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.21 

1. Jenis Penelitian 

Skripsi penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field 

Research). Jenis penelitian ini berorientasi pada pengumpulan data 

empiris di lapangan, penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi 

untuk mendapatkan infromasi dan mengumpulkan data.22 Penelitian 

ini dilakukan dengan mendatangi langsung PT. Menara Hijau Jaya 

dengan tujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, serta 

memperoleh informasi tentang objek yang akan dibahas. 

2. Sifat Penelitian  

 

Sifat Penelitian yang digunakan peneliti bersifat deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan individu atau 

gejala untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan diantara gejala 

satu dengan gejala yang lain. Pendekatan ini dilakukan dengan 

mempelajari konteks keadaan saat ini serta interaksi sosial antara 

individu dalam kelompok, institusi, maupun masyarakat.23 Metode ini 

akan meneliti suatu objek berdasarkan data lapangan yang 

dikumpulkan sebagaimana adanya. Sifat penelitian ini bertujuan 

untuk menjabarkan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan penulis 

                                                     

 
21 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), hlm 2. 

 
22 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Hukum empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 34. 

 
23 Ibid, hlm. 45. 
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guna menjawab rumusan masalah utama dari penelitian ini. 

3. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis 

empiris yang merupakan sebuah metode penelitian hukum bertujuan 

melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, 

meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian 

hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer, yakni data yang 

diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan 

melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui observasi, 

wawancara, dll.24 

4. Sumber Data 

 

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang 

terdiri dari penjelasan berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara 

langsung untuk menjawab masalah penelitian secara 

khusus dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini, 

penulis akan mendapatkan data dengan cara observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini 

mendapatkan sumber data primer dari PT. menara Hijau 

Jaya di kantor cabang Sragen, Jawa Tengah. 

                                                     

 
24 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

(Jakarta: Kencana, 2018), hlm 149. 
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b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder ditujukan untuk mendorong atau 

melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh dari 

peraturan perundang-undangan dan sumber yang 

selaras dengan judul penelitian berupa jurnal-jurnal, 

artikel hukum, peraturan perundang-undangan dan 

beberapa bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok 

pembahasan. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: 

a. Observasi  

Teknik observasi memungkinkan untuk melihat 

perilaku atau peristiwa ketika perilaku dan peristiwa itu 

terjadi. Adapun tujuan data observasi adalah untuk 

mendeskripsikan latar yang diobservasi.25 Melalui 

observasi peneliti dapat mengamati secara sistematis 

sehingga dapat dikaji dalam penelitian melalui 

mendengar dan mencatat. 

b. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu metode 

                                                     

 
25 Abdul Fattah Nasution, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Harfa, 2023), hlm 96. 
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pengumpulan data dengan jalan komunikasi, antara 

pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data 

(narasumber).26 Peneliti akan melakukan wawancara 

dengan Direktur, Manager Legalitas, Pekerja PT. 

Menara Hijau Jaya serta dengan Dinas Ketenagakerjaan 

Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan metode yang 

dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang 

berkaitan dengan pokok pembahasan berupa surat-

surat, gambar, atau foto dan catatan lain yang 

berhubungan dengan penelitian. 

6. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. Menara Hijau Jaya dan Proyek PT. 

Menara Hijau Jaya di kantor cabang Sragen, Jawa Tengah. Sesuai 

dengan judul, latar belakang masalah, dan rumusan masalah. 

7. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang akan peneliti gunakan adalah metode 

analisis kualitatif yang lebih menekankan proses analis dengan 

mengamati hubungan antar fenomena dan menghasilkan 

                                                     

 
26 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, 

(Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 3 
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kesimpulan yang lebih spesifik dan generalisir.27 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam skripsi penelitian ini setidaknya dibagi menjadi lima bagian (5 Bab) 

untuk menjelaskan penelitian ini yang diantaranya terdiri dari berikut: 

Bab pertama, adalah bab fundamental sebelum memasuki 

pembahasan yang komprehensif. Bab pertama berisikan latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoritik, metode penelitian dan  sistematika pembahasan. 

Bab kedua, berisikan pendalaman kerangka teori yang berkaitan 

dengan hukum ketenagakerjaan, Perlindungan Hukum, Penyelesaian 

Sengketa dan Hubungan Industrial Pancasila. 

Bab ketiga, berisikan data yang menggambarkan mengenai objek 

penelitian, Profil PT. Menara Hijau Jaya, Perjanjian Kerja, Jaminan Sosial 

dan Pekerja Konstruksi. 

Bab keempat, merupakan hasil analisis, berisikan analisis kualitatif 

yang membahas mengenai perlindungan hukum upaya pekerja PT. Menara 

Hijau Jaya dalam mendapatkan hak-hak pekerjan yaitu hak jaminan sosial. 

Hasil analisis di bab empat setidaknya kita bisa mengetahui jawaban dari 

rumusan masalah. 

Bab kelima, berisikan penutup yang terbagi menjadi dua bagian, yakni 

kesimpulan dan saran. 

                                                     

 
27 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 5. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Perlindungan hukum hak jaminan sosial pekerja borongan sektor 

konstruksi di PT. Menara Hijau Jaya terdapat 2 (dua) macam, yaitu 

perlindungan hukum internal bagi hak pekerja khususnya jaminan sosial 

kepada pekerja di bidang jasa konstruksi yang belum terlaksanakan dengan 

baik di PT. Menara Hijau Jaya. Perusahaan beranggapan jika proyek yang 

dikerjakan dianggap minim risiko dan beban biaya yang lebih tinggi. Hal 

ini tentunya dapat menimbulkan kerugian di kemudian hari saat pekerja 

mengalami kecelakaan kerja yang mengharuskan pekerja melakukan 

negosiasi untuk mendapatkan biaya pengobatan. Perlindungan hukum 

eksternal yang diatur oleh pemerintah melalui peraturan perundang-

undangan tidak diperhatikan dengan baik oleh perusahaan. Meskipun 

regulasi telah mengatur mengenai pendaftaran pekerja dalam program 

jaminan sosial, tetapi pelanggaran oleh perusahaan masih terjadi baik yang 

belum mendaftarkan, menunggak iuran, maupun mendaftarkan sebagian 

pekerja. 

2. Upaya hukum yang dalam mendapatkan hak jaminan sosial di PT. Menara 

Hijau Jaya dilakukan oleh pekerja adalah non-litigasi negosiasi atau 

lembaga bipartit. Negosiasi dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pada April 
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2023, pihak pekerja diwakili oleh mandor dan pihak perusahaan yang 

diwakili oleh bagian legalitas. Hal ini menunjukkan kesadaran pekerja 

mengenai hak-hak pekerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Kondisi 

pasca covid-19 yang berdampak pada kehidupan mempersulit dalam 

pencarian pekerjaan sehingga pekerja hanya dapat menerima klausul yang 

sudah tertulis dalam perjanjian kerja. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran dengan kaitan 

materi yang diuraikan pada skripsi ini, sebagai berikut: 

1. Perjanjian kerja PT. Menara Hijau Jaya dengan pekerja harus 

memberikan klausul yang mengatur jaminan sosial yang secara 

prosedural mendaftarkan dalam program-program BPJS 

Ketenagakerjaan seperti JKK, JKM, dan JHT. Dengan tertulisnya 

klausul tersebut di perjanjian kerja diharapkan perusahaan akan lebih 

terikat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

2. Peningkatan komunikasi yang efektif antara manajemen perusahaan dan 

pekerja akan menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan saling 

percaya sehingga diperlukan penyediaan fasilitas mekanisme 

penyelesaian sengketa yang efektif tanpa ketakutan pekerja tanpa 

adanya pembalasan.  
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